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ABSTRAK 

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, 

melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk 

melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat 

ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Aparat penegak hukum 

masih merasa bahwa terdapat kesimpangsiuran pengaturan tentang peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah permufakatan jahat dalam 

tindak pidana narkotika, Oleh karena itu haruslah ada pengaturan yang jelas 

tentang kejahatan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut. 

kebijakan hukum pidana diperlukan untuk menanggulangi kejahatan 

permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.  Penelitian ini mengambil 

permasalahan kebijakan hukum pidana yang dikemukakan adalah bagaimana 

kebijakan formulasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika saat ini, 

bagaimana kebijakan formulasi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika 

di masa yang akan datang.  

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan 

dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data 

yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, 

kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang 

lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk 

penulisan hukum.  

Hasil Penelitian menemukan bagaimana pengaturan permufakatan jahat 

yang diatur dalam KUHP seperti unsur tindak pidana, pertanggungjawaban 

pidananya, bagaimana pidana dan pemidanaannya dan pengaturan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim mengenai 

permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti. Pengaturan mengenai 

permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dalam RUU KUHP 2018 dan 

bagaimana perbandingan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di 

undang-undang negara Filipina.  

 

Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana permufakatan jahat, tindak pidana 
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